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Pendahuluan

Dalam era pesatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), layanan keuangan berbasis teknologi atau
fintech semakin menjadi pilihan utama masyarakat. Salah satu inovasi dalam fintech adalah pinjaman online, di
mana nasabah dapat dengan mudah mengajukan pinjaman melalui aplikasi yang tersedia. Namun,
perkembangan ini juga membawa dampak negatif, terutama terkait penggunaan data pribadi nasabah.
Penggunaan data pribadi nasabah dalam aplikasi pinjaman online sering kali melibatkan pengiriman pesan
kepada nomor kontak yang tersimpan dalam ponsel nasabah, baik itu untuk memberikan pengingat pembayaran
maupun ancaman terkait keterlambatan pembayaran.

Pesan ancaman yang diterima oleh nasabah yaitu spam melalui pesan pada aplikasi chat atau melalui
handphone dengan nomor yang berbeda-beda. Contohnya, nasabah dan orang terdekatnya menerima pesan
yang mengancam agar nasabah segera melunasi hutang pinjaman online dengan ancaman tindakan lebih lanjut
jika tidak segera membayar.

Berdasarkan fenomena ini, penulisan ini ditujukan untuk menggali pemahaman mengenai perlindungan
hukum pada data pribadi nasabah dalam konteks pemakaian aplikasi pinjaman online. Dalam konteks hukum
Islam, tulisan ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi hukum penyalahgunaan data pribadi menurut hasil
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jjtima’ ulama komisi fatwa se-Indonesia. Dengan demikian, pembaca akan memahami kerangka hukum yang
melindungi data pribadi nasabah serta memahami implikasi hukum pada penyalahgunaan data pribadi dalam
praktik pinjaman online.

Metode

Penelitian ini mengambil pendekatan filosofis, normatif, legal. Bentuk penelitian ini bersifat analisis deskriptif,
yang mendefinisikan, menyelidiki, dan menjelaskan Perppu yang relevan dengan perlindungan hukum data
pribadi konsumen pinjaman online.

Penelitian ini menggunakan pendekatan bibliografi untuk pengumpulan data. Kami mengumpulkan
informasi sekunder dari berbagai sumber, seperti putusan pengadilan, undang-undang, peraturan, buku dalam
koleksi pribadi dan perpustakaan, artikel surat kabar dan majalah, jurnal online, dan makalah ilmiah. Analisis
data dilakukan secara kualitatif, melibatkan pengamatan dan kajian mendalam terhadap data yang diperoleh.
Setiap data dianalisis dengan menghubungkannya dengan ketetapan-ketetapan dan asas-asas hukum yang
berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Penarikan kesimpulan dalam analisis ini didasarkan pada analisis kualitatif terhadap data yang sudah
dihimpun. Kesimpulan ini mencakup temuan-temuan penting dalam kaitannya dengan perlindungan hukum
pada data pribadi nasabah pinjaman online, serta implikasi hukum yang mungkin timbul berdasarkan analisis
tersebut.

Hasil dan Pembahasan
Pengertian Data Pribadi

Data individu yang disimpan, dipelihara, dan dipelihara secara jujur dan dilindungi secara rahasia didefinisikan
sebagai Data Pribadi dalam Pasal 1 angka 27 UU ITE Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Permen Kominfo Nomor 20
Tahun 2016). Bahkan ketika Beberapa Informasi Pribadi “setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat
dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang
pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pemilik Data Pribadi yaitu orang yang
terkait dengan Data Individu Tertentu. Namun, tidak ada pengertian yang mengikat secara hukum tentang "data
pribadi sensitif" yang ditentukan oleh pemerintah Indonesia dalam undang-undang atau aturan teknisnya.

Setiap informasi yang dapat dipakai untuk mendeskripsikan individu baik langsung maupun tidak langsung
dianggap sebagai data pribadi berdasarkan Peraturan Perlindungan Data Umum atau General Data Protection
Regulation (GDPR). Alamat IP, nama, gambar, informasi, dan data identifikasi seseorang lainnya yang
digunakan di dunia maya dapat mengungkapkan banyak hal mengenai fisiologis, identitas fisik, mental, genetik,
budaya, ekonomi, dan sosial orang tersebut. (Djafar, 2018)

Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi

Pemberian sanksi dalam bidang jasa keuangan, termasuk pinjaman online, didorong oleh kebutuhan
masyarakat akan penegakan hukum pada kejahatan atau pelanggaran yang ada di lingkungan sekitarnya.
Tujuan dari hukuman ini adalah untuk membangun perdamaian dan keamanan di masyarakat (Basmah &;
Priyanto, 2023). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewenangan untuk mengenakan denda administrasi
kepada penyelenggara pinjaman online sesuai dengan Pasal 47 ayat (2) dan (3) Peraturan POJK. Sanksi ini yaitu
denda, pembatasan aktivitas usaha, dan penarikan izin, dan bisa diberlakukan dengan atau tanpa peringatan
tertulis sebelumnya.

Peringatan tertulis merupakan langkah awal yang diambil oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk
memberi teguran kepada pelaksanaan pinjaman online agar menghindari pelanggaran yang merugikan orang
lain. Sanksi denda adalah kewajiban pembayaran sejumlah uang oleh penyelenggara, bertujuan untuk
memberikan efek jera dan mencegah pelanggaran data pribadi yang merugikan (Kusuma & Rosando, 2022).
Selain itu, pembatasan kegiatan usaha digunakan untuk membatasi kapasitas penerimaan nasabah dalam jangka
waktu tertentu, melindungi calon nasabah dari potensi pelanggaran data pribadi. Pencabutan izin usaha, sebagai
sanksi terberat, mengakibatkan penyelenggara tidak dapat melanjutkan operasionalnya secara legal. Sanksi
administratif ini diberlakukan sesudah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerima laporan dari pihak yang merasa
dirugikan. Tindakan ini diambil setelah pemeriksaan menyeluruh, dan jika penyelenggara terbukti melakukan
pelanggaran serta merugikan pihak-pihak terkait, sanksi akan diberlakukan sebagai bentuk penegakan hukum
yang tegas.
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Aplikasi pinjaman online sering kali mencakup penggunaan informasi pribadi pemohon berikut ini. Platform
pembiayaan online yang disediakan oleh bisnis yang melanggar hukum pertama-tama membutuhkan akses ke
data ponsel konsumen. Seperti galeri foto dan halaman kontak. Skor kredit dan kualifikasi pinjaman bergantung
pada kedua informasi ini. Namun, pada kenyataannya, terkadang pihak lain memanfaatkan informasi yang
diterima untuk tujuan faktur. (Hendri et al., 2023). Ini tidak tergantung pada komitmen sebelumnya. Selain itu,
penagih utang salah menangani informasi pribadi peminjam saat mengejar pembayaran. Informasi yang
dikumpulkan berasal dari berbagai sumber, seperti pembayaran pinjaman dan kontak serta gambar yang terletak
di perangkat seluler peminjam. Ini dimungkinkan karena tidak ada peraturan untuk melindungi informasi
pribadi individu. Oleh karena itu, tidak ada kerangka kerja untuk memastikan privasi informasi individu.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan No. 1/POJK.07/2013 untuk memastikan
keamanan informasi pribadi konsumen saat berhadapan dengan lembaga keuangan. Pasal 31 ayat (1) mengatur
bahwa “Penyedia Jasa Keuangan dilarang dengan cara apapun untuk memberikan data dan/atau informasi
mengenai nasabah kepada pihak lain. Kecuali diamanatkan oleh hukum atau peraturan, atau dengan
persetujuan tertulis dari pelanggan.” (Vina Okta Vidiana et al., 2023)

Selanjutnya, dalam berbisnis penyelenggara Peer to Peer Lending memiliki tugas terkait dengan data yang
diterimanya, antara lain: “a. Menjaga data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dijaganya tetap
aman dan tersedia sejak diperoleh hingga dimusnahkan. b) Menjaga akses ke mekanisme otentikasi, verifikasi,
dan validasi yang menjamin integritas data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diawasinya selama
penggunaannya. c. Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi,
data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh Penyelenggara didasarkan atas persetujuan pemilik data
pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan.” Email, call center, dan bentuk komunikasi non-elektronik lainnya harus tersedia bersama layanan
kredit dan pinjaman berbasis Teknologi Informasi (TT) untuk memberikan layanan tanpa gangguan kepada
pelanggan. dan Memberitahukan kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang
ditanganinya secara tertulis apabila terjadi pelanggaran perlindungan kerahasiaan data tersebut. (Neltje &;
Irwandhy, 2023)

Pasal 1 Menkominfo RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi juga memuat aturan
yang membahas tentang perlindungan data pribadi konsumen. Menurut teks, "data pribadi" adalah informasi
apa pun tentang individu yang bisa dideskripsikan yang harus dijaga kerahasiaannya. Menurut aturan yang
disebutkan di atas, platform pinjaman Peer To Peer (P2P) harus memastikan keamanan informasi pribadi
penggunanya. Operator atau pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk menjaga tiga jenis data:
pengidentifikasi individu, detail transaksi, dan informasi keuangan. Kompleksitas teknologi keuangan tidak
mencegahnya menyebabkan berbagai tantangan, termasuk masalah hukum, seperti kebutuhan untuk
mengamankan data pribadi pelanggan. (Hafid & Azman, 2020)

Pada kenyataannya, ada beberapa contoh kebocoran data pribadi yang secara substansial mempengaruhi
pelanggan yang menggunakan aplikasi layanan Peer to Peer Lending. Kebocoran informasi pribadi dari nasabah
yang menggunakan Fintech untuk hal-hal seperti belanja online dan aplikasi pinjaman menjadi masalah di
Indonesia. Dengan operasi di Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Malaysia, Fintech (Financial Technology) adalah
pelopor perbankan dan keuangan digital di Asia Tenggara. Fintech berfokus pada negara-negara berkembang
dengan kelompok pelanggan yang memiliki reputasi untuk perkembangan pesat tetapi kurangnya layanan yang
terhubung. Saat ini, konsumen bisa mendapatkan layanan keuangan, perbankan digital, dan perlindungan
asuransi yang mereka butuhkan melalui Fintech, aplikasi berbasis fintech (Financial Technology).

Sistem Pinjaman Online Pada Aplikasi Fintech

Fintech yaitu salah satu organisasi keuangan non-bank yang secara eksplisit terdaftar secara legal dan terdaftar
di pemerintah jasa keuangan. Fintech terlibat dalam media virtual, yang notabene berbasis online, baik secara
administratif maupun transaktif kepada nasabah. (Saleh et al., 2023).

Aplikasi fintech adalah aplikasi bisnis portal web dan/atau platform digital dengan maksud komersial
(marketplace) yang sudah tercatat sebagai pelaksana sistem elektronik pada Kemkomimfo RI melalui Surat
Tanda Daftar Sistem Elektronik No.00262/DJAI. PSE/04/2017 tanggal 28 April 2017 atas nama PT. Fintech
Silver Indonesia dan juga tercantum pada surat pendaftaran investasi yang disahkan oleh Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) dengan nomor surat 1293/1/1U/PMA/2018. Fintech memanfaatkan salah satu
anak perusahaannya, PT. Fintech Finance Indonesia, untuk melakukan operasi pembiayaan dan kredit; Fintech
Finance Indonesia adalah perusahaan pembiayaan yang berizin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan
Bukti Terdaftar No.KEP-436/NB.11/2018. (Mujahidin, 2022).
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Selain itu, fintech memfasilitasi pinjaman langsung cair instan dengan kondisi yang lebih menguntungkan
dan prosedur yang lebih cepat. Peminjam tidak perlu memasang jaminan apa pun untuk mendapatkan pinjaman
tunai hingga Rp 2 juta. Layanan Kredit Tanpa Agunan (KTA) cepat, menurut sektor keuangan, dapat beroperasi
hanya dalam 5 menit. Pengguna harus terlebih dahulu membuat akun dan memberikan nomor ponsel agar
dapat mengakses layanan kredit online Fintech. Setelah menentukan tombol Submit, maka akan mendapatkan
kode verifikasi berupa One Time Password (OTP) melalui pesan singkat ke nomor ponsel yang disediakan.
Kemudian, kode harus dimasukkan untuk tujuan validasi. Untuk mengaktifkan layanan kredit, pemakai juga
akan diminta untuk memberikan informasi pribadi mereka, serta kontak darurat mereka dan tempat kerja
mereka. Mengirim snapshot KTP dan selfie pengguna sambil memegang KTP dihitung sebagai data pribadi yang
harus diisi.

KTA Asetku dan Dana Cicil adalah dua dari beberapa opsi pinjaman yang disediakan oleh perusahaan
fintech. Dana Cicil vs KTA Asetku: Apa Bedanya? Nilai teknologi keuangan adalah dalam kecepatan dan
rendahnya pencairannya. Dalam kebanyakan kasus, suku bunga bulanan untuk pinjaman Fintech adalah 1,5
persen, dan jumlah pinjaman maksimum adalah Rp15 juta. Distribusi sering memakan waktu antara satu dan
tiga jam, hingga satu hari penuh.

Biaya bunga bulanan untuk Fintech adalah 2,6 persen. Fleksibilitas jangka waktu pembayaran dari 1 hingga
12 bulan adalah cara lain di mana Fintech memfasilitasi pengalaman pelanggan. Pengguna harus mengharapkan
pembatasan antara Rp300.000 dan Rp15.000.000. Namun, perlu diketahui bahwa ada biaya administrasi
sebesar 6 persen dari seluruh jumlah pinjaman yang diminta. Berikut ini adalah contoh simulasi pinjaman yang
dilakukan menggunakan Fintech: Di Fintech, seorang konsumen dapat mengambil pinjaman sebesar Rp
5.000.000, misalnya. Biaya administrasi sebesar Rp300.000 juga harus dibayar darinya. Akibatnya, pengguna
akan memiliki Rp4.700.000 yang mereka miliki. Fintech akan mengenakan biaya keterlambatan sebesar 2 persen
dari jumlah total jika pengguna tidak membayar dalam waktu 7 hari sejak tanggal jatuh tempo. Jika pengguna
terlambat dengan pembayaran hingga satu bulan, biaya akan naik 10 persen setiap hari.

Dana Cicil Fintech berfokus pada nominal pinjaman. Jika membutuhkan sejumlah besar uang, katakanlah
beberapa juta rupiah, produk ini adalah investasi terbaik. Namun, waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan
uang tergantung pada ukuran pinjaman yang didapatkan. Pengguna produk Fintech juga harus terbiasa dengan
pembayaran cicilan Fintech yang tepat waktu. Tujuannya adalah untuk melunasi hutang dan menghindari
hukuman.

Pinjaman Online Menurut Ijtima' Komisi Fatwa Se-Indonesia

Adanya Ijtima’ Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Tahun 2021, hasil pembahasan mengenai pinjaman online
(pinjol) adalah ketentuan hukum pinjaman online: (1) Pada dasarnya perbuatan pinjam meminjam atau hutang
piutang merupakan bentuk akad tabarru’ (kebajikan) atas dasar saling tolong menolong yang dianjurkan sejauh
tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. (2) Sengaja menunda pembayaran hutang bagi yang mampu
hukumnya haram. (3) Layanan pinjaman baik offline maupun online yang mengandung riba hukumnya haram,
meskipun dilakukan atas dasar kerelaan.

Pinjaman oline dapat dikatakan berfungsi yaitu, sebagai transaksi pemberian pinjaman individu kepada
orang lain melalui media teknis serta dapat menghubungkan pemberi pinjaman dan peminjam melalui sarana
teknologi. Adapun dalam deskripsi transaksi Pinjaman Peer to Peer (P2P), kontrak Qardh digunakan untuk
mencakup bunga tambahan dan denda keterlambatan. Hal ini adalah manifestasi modern dari jahiliyah atau
riba, yang dimungkinkan oleh Internet

2

Dalam kaidah fikih dikatakan, “Setiap pinjaman yang memberikan keuntungan bagi pemberi pinjaman adalah riba
adapun hadist tentang salah satu bisnis yang melalui telepon atau Internet, sebagai berikut:

d:ll.a.n)“ b.JA dsjt_\\:tg‘).\l\‘jua&j\ju‘jﬁﬂ\ &M\}J ;\_).SJ\ ‘9@\.\3\ u.{;} _._..Llsls‘i\ J‘My@wd‘gﬂ\ ‘EB‘).\’J\}

M\L@A&Q}eﬂ‘gmw&‘j

Artinya: "Yang dipertimbangkan dalam akad-akad adalah substansinya bukan bentuk lafadznya, dan jual

beli via telepon, telegram dan sejenisnya telah menjadi alternatif yang utama dan dipraktekkan". (Syaikh
Ahmad bin Umar Asy-Syathiri, Syarh al-Yaqut an-Nafiis, 11/22)

Namun, ada tiga syarat yang harus dipenuhi sebelum memberikan izin: Pertama, tidak menggunakan riba
(rentenir). Riba didefinisikan sebagai tingkat bunga atau nilai tambah pinjaman yang lebih dari jumlah pinjaman
asli dan harus dibayar kembali oleh peminjam.

Secara eksplisit, Allah SWT melarang umat-Nya untuk mengerjakan riba dalam Alquran :
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15l a5as @.\S\ 7 sl
Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."” (QS. Al Baqarah ayat 275)

Kedua, Bayar tagihan tepat waktu. Pembayaran tertunda terjadi ketika debitur memiliki sumber daya
keuangan untuk melakukannya tetapi memilih untuk menunda melakukannya. Dalam agama Islam, undang-
undang ini dilarang. Dalam suatu hadits, Rasulullah SAW bersabda,

e 5 alae Oadaslsl &
Artinya: "Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian
sanksi kepadanya.” (HR Nasa'i).

Ketiga, Mereka yang tidak bisa membayar kewajibannya harus diberi istirahat. Dalam kepercayaan Islam,
adalah tindakan mulia untuk memaafkan pinjaman bagi peminjam ketika pemilik utang tidak dapat
membayarnya kembali. Hal tersebut dibuktikan dalam firman Allah:

G3al3 2 ) 8T L 13 515 5 00k ) BSkE 85 33 K s

Artinya: "Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan

menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah ayat

280).

Pinjaman Online akan dianggap sah menurut syariat Islam apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun
yang menjadi syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam utang-piutang adalah sebagai berikut: (1) Sighat atau
jjab dan kabul. (2) Transaksi antara debitur dan kreditur yang disepakati oleh kedua belah pihak. Debitur harus
memiliki usia pinjaman yang sah, berpikiran sehat, dan mampu membedakan yang benar dari yang salah. (3)
Kriteria properti berikut berlaku untuk aset utang berikut: (a) Dia berutang aset kepada saya, dan saya berutang
aset kepadanya, oleh karena itu perbedaan nilai antara kumpulan aset kami masing-masing dari jenis yang sama
sangat minim. (b) Kewajiban yang dapat dipegang secara fisik di tangan seseorang. (c) Properti yang
terutang jelas, dapat diakui dalam derajatnya dan diketahui sifatnya.

Selain harus terpenuhi rukun dan syaratnya, adapula larangan yang tidak diperbolehkan dalam akad
pinjaman online, yaitu: (1) Ada riba, atau peningkatan yang disepakati pada prinsip pinjaman dengan imbalan
penundaan pembayaran mutlak (riba nasi'ah), atau barang-barang ribawi terlibat. (2) Gharar, sering dikenal
sebagai ketidakpastian dalam kontrak, dapat merujuk pada kualitas atau kuantitas barang yang dikirimkan, atau
keduanya. (3) Maysir, atau perjanjian apa pun di mana persyaratannya kabur dan satu pihak berdiri untuk
mendapatkan keuntungan secara tidak adil melalui perhitungan yang salah, asumsi spekulatif, atau nasib baik
belaka. (4) Tadlis, juga dikenal sebagai "menyembunyikan kesalahan objek kontrak," adalah praktik ilegal. (5)
Dharar, perilaku berbahaya atau yang mungkin menyakiti orang lain.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berpendapat bahwa umumnya tindakan meminjam atau memulihkan utang
adalah jenis akad tabarru, atau kebajikan dengan alasan saling mendukung, yang dianjurkan selama tidak
melanggar norma syariah. Bahkan jika itu dilakukan secara sukarela, penggunaan layanan pinjaman apa pun,
baik secara langsung atau online, yang mengandung riba dilarang berdasarkan hukum Islam. Ini termasuk
praktik sengaja menunda pembayaran utang oleh mereka yang mampu melakukannya.

Hukum Perlindungan Data Pribadi Menurut Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia

Pada tanggal 9-11 September, di Jakarta, para Ulama diikuti oleh 700 peserta berkumpul untuk konferensi yang
diselenggarakan oleh Komisi Fatwa MUI ke-7 untuk membahas topik pinjaman online. Anggota Komisi Fatwa
MUI Pusat, pimpinan komisi, instansi, dan lembaga MUI Pusat, serta anggota Majelis Pimpinan MUI Pusat
lainnya ikut ambil bagian. Hukum pinjaman online adalah salah satu dari 17 topik yang disepakati dengan suara
bulat dalam pertemuan tiga tahunan ini. (Sup &; Suhendi, 2022)

Ketentuan hukum perlindungan data pribadi yang ditetapkan dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-
Indonesia di Jakarta tentang pinjaman online bahwa dilarang memberikan ancaman fisik atau membuka rahasia
(aib) seseorang yang tidak mampu membayar hutang. Disarankan agar mereka yang mengalami masalah
keuangan diberikan penangguhan hukuman atau perpanjangan pembayaran utang mereka (mustahab).

Majelis Ulama Indonesia telah menyatakan keprihatinan atas prevalensi pinjaman online di negara ini,
mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan. Mereka secara khusus menyarankan agar Kemkominfo,
Polri, dan OJK mengambil langkah-langkah untuk melindungi masyarakat dengan lebih baik, serta untuk
mengawasi dan menindak penyalahgunaan penggunaan pinjaman online dan bentuk lain dari teknologi
keuangan peer to peer lending (Fintech Lending). Namun, juga merupakan tanggung jawab penyedia pinjaman
online untuk menerbitkan fatwa MUTI untuk digunakan sebagai standar dalam semua transaksi bisnis.
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Simpulan

Simpulan penelitian ini adalah bahwa pada prinsipnya Negara telah memberikan perlindungan hukum terhadap
data pribadi warga negaranya terutama dalam melakukan pinjam meminjam pada aplikasi fintech. Sebagaimana
yang telah diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) didalam Peraturan No. 1/POJK.07/2013 untuk
memastikan keamanan informasi pribadi konsumen saat berhadapan dengan lembaga keuangan. Juga, dalam
Pasal 1 Menkominfo RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi yang memuat aturan tentang
perlindungan data pribadi konsumen. Namun, sangat disayangkan aturan itu belum cukup memberikan
perlindungan kepada konsumen. Oleh karena itu Pemerintah perlu segera memberikan perlindungan data
pribadi nasabah agar tidak disalahgunakan.

Sementara itu, berdasarkan hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia membuat ketentuan hukum
mengenai perlindungan data pribadi yang mana aturan tersebut berisi tentang pinjaman online bahwa dilarang
memberikan ancaman fisik atau membuka rahasia (aib) seseorang yang tidak mampu membayar hutang.
Disarankan agar mereka yang mengalami masalah keuangan diberikan penangguhan hukuman atau
perpanjangan pembayaran utang mereka (mustahab) sebagai solusinya.

Hubungan hukum para pihak pada dasarnya timbul setelah adanya perjanjian. Selain itu, tindakan
pencegahan dirasa belum cukup jika hanya melalui sebuah aturan, perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat
untuk selalu berhati-hati dalam memilih penyedia dana terutama dalam menggunakan data pribadinya didalam
dunia maya.
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